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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 74 /M-
DAG/PER/12/2012 TENTANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN

Menimbang

PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menjamin setiap Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya yang masuk dan beredar
di wilayah Republik Indonesia memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012
tentang  Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya Asal Impor;

bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-
DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor dalam
perkembangannya perlu dilakukan penyempurnaan dan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  74/M-
DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar,

Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3193);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) ;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera
Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang
Pengelola Portal Indonesia National Single Window
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 165);
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Menetapkan
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8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

9. Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  08/M-
DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera
dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 210 );

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

11. Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  74/M-
DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor; (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 39 );

MEMUTUSKAN:
PERATURAN  MENTERI = PERDAGANGAN  TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG ALAT-ALAT
UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL
IMPOR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur,
Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 39) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 1

1. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP
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10.

adalah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan
perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal.

Izin Tipe UTTP adalah persetujuan yang menyatakan
UTTP telah memenuhi syarat teknis yang ditetapkan,
sehingga dapat diimpor ke wilayah Republik
Indonesia.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke
dalam daerah pabean.

Importir adalah badan wusaha yang melakukan
kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah
pabean.

Tipe UTTP adalah jenis, merek, atau model UTTP
yang mempunyai karakteristik desain, operasional,
dan kemetrologian tertentu.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia
yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang
udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di
Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang
di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.
Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-
batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara,
atau tempat lainnya yang ditetapkan untuk lalu
lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah
pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Syarat Teknis adalah ketentuan atau petunjuk yang
bersifat teknis yang harus dipenuhi dalam
pelaksanaan pengujian UTTP dalam rangka
penerbitan Izin Tipe UTTP.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang
metrologi legal yang berada di bawah Direktorat
Metrologi.

Laboratorium Uji adalah laboratorium milik UPT
atau laboratorium uji lain yang telah terakreditasi

oleh Lembaga Akreditasi Nasional untuk melakukan
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pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran dalam
rangka pengujian UTTP.

Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat
Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,
Kementerian Perdagangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan  Tertib Niaga,
Kementerian Perdagangan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 7
Direktur menerbitkan Surat Keterangan Rekapitulasi
Izin Tipe UTTP Asal Impor berdasarkan Izin Tipe
UTTP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2).
Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal
Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diteruskan secara daring ke portal Indonesia
National Single Window (INSW).
Importir wajib mencantumkan nomor Surat
Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
dokumen Pemberitahuan Impor Barang secara
benar.
Direktur melakukan pemeriksaan kesesuaian data
Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal
Impor dengan data importasi UTTP.
Dalam hal berdasarkan pemeriksaan kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat
pelanggaran di bidang Metrologi Legal, Direktur
menugaskan pengawas Metrologi Legal untuk

melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum.
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